
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 
NOMOR 19 TAHUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLATEN, 

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka 
kelembagaan perangkat daerah perlu diadakan penataan kembali 
sehingga dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2002 
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan kelembagaan perangkat daerah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Klaten; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Tengah; 

i. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 
1950; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia iahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741 ); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 ); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, 
iambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 

dan 
BUPATIKLATEN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PE:RATURAN DAERAH TE:NTANG ORGANISASI DAN TATA KE:RJA DINAS 
PERTANIAN KABUPATEN KLATEN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten. 

5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten . . 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada 

Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. 
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan 

fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi 
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau 
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang 
mempunyai f ungsi dan tu gas yang berkaitan erat satu sama lain dalam 
melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. 

10. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian 
Kabupaten Klaten. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK 

Pasal 3 

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unsur 
pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian. 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Dae rah. 

Pasal 4 

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang pertanian. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 
(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : 

a. Kepala; 
b. Sekretariat: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

2. Sub Bagian Keuangan; 
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 



c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura: 
1. Seksi Produksi, Pengembangan Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; 
2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan; 
3. Seksi Sarana dan Prasarana. 

d. Bidang Perkebunan dan Kehutanan: 
1. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan; 
2. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Lahan. 

e. Bidang Peternakan: 
1. Seksi Produksi Peternakan; 
2. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan; 
3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

f. Bidang Perikanan: 
1. Seksi Produksi Perikanan; 
2. Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan. 

g. UPTD; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf 
f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 
angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1 dan 
~ngka 2, hl,Jruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dan hun,if f angka 1 dan angka 
2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung. 

(5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mengenai nomenklatur, 
jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

(6) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 6 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang keahliannya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 7 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf h terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa 



t 

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negert Sipil 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati 
diantara tenaga fungsional yang ada. 

(3) Jumlah tenaga fungstonal sebagatmana dtmaksud pada ayat (1) dttentukan 
sesuai kebutuhan dan beban kerja. . 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang­
undangan yang berlaku. 

BABVI 

TATA KERJA 

Pasal 8 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 
dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 9 
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 
bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 10 
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab untuk memimpin, 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahannya. 

Pasal 11 
Setiap pimpinan unit organisasi wajib men-gikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala 
tepat pada waktunya. 

Pasal 12 
Setiap laporan yang diterima oleh pimptnan untt organisasi dari bawahannya, wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, serta untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal 13 
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan 
wajib disampaikan pula kepada unit or-ganisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

Pasat 14 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu kepala unit organisasi di 
bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan 
tugas. 



BAB VII 
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

DALAM JABATAN 

Pasal 15 

(1) Kepala Dinas adalah Eselon llb. 
(2) Sekretaris adalah Eselon Illa. 
(3) Kepala Bidang adalah Eselon lllb. 
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Eselon IVa. 
(5) Kepala Sub Bagian pada UPTD adalah Eselon IVb. 

Pasal 16 
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala 
UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang memangku jabatan struktural Eselon II, 111, IV dan V pada Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan masih tetap sebagai pemangku jabatan struktural sesuai dengan 
jabatan strukturalnya, sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada Dinas 
Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 
2001 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Pera tu ran 
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 19 
(1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. 



Pasal 20 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 2 - 9 - 2008 

~RETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

INDARWANTO\./ 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 2 - 9 - 2008 

BUPATI KLATEN, 

SUNARNA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 19 



PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 19 TAHUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN 
KABUPATEN KLATEN 

I. PENJELASAN UMUM 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah telah memberikan kewenangan begitu luas untuk 
membuka peluang bagi Pemerintah Daerah mengembangkan segala potensi 
yang ada di masing-masing daerah. 

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 2 fahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Klaten, bahwa urusan pemerintah yang harus ditangani 
Pemerintah Kabupaten Klaten meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. 
Berdasarkan urusan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 
7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 
2001 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan 
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan(Lembaran 
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 12 seri D) perlu diganti dengan 
peraturan yang baru. Oleh karena itu untuk menangani urusan pemerintah di 
bidang pertanian perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Pasal 2 
Pasal 3 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 4 
Pasal 5 
Pasal 6 
Pasal 7 
Pasal 8 
Pasal 9 
P.::ae!:ll 1 n 

: Cukup jelas 
: Cukup jelas 

: Cukup jelas 
: Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administrasi 
yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas 
merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. 

: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
• r, 1kun i~la~ 



Pasal 11 
Pasal 12 
Pasal 13 
Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal 16 

Pasal 17 

asal 18 

asal 19 
Pasal 20 

: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
: Bagi Pejabat Struktural yang diangkat sebagai Kepala Bidang 

pada Dinas Pertanian sebelum Peraturan Daerah m1 
diundangkan yang pada saat pengangkatannya menduduki 
jabatan struktural eselon Illa tetap diberikan hak 
kepegawaian dan administrasi lainnya dalam jabatan 
struktural eselon Illa. 

: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
: Cukup jelas 
: Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 28 



BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN KLATEN 

I I 

KELOMPOK BIDANG BIDANG 
JABATAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DAN 

FUNGSIONAL HOL TIKUL TURA KEHUTANAN 

I I 

SEKSI SEKSI 
PRODUKSI, PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN 

- USAHA PERTANIAN TANAMAN - PENGEMBANGAN USAHA 
PANGAN DAN HOLTIKULTURA PERKEBUNAN DAN 

KEHUTANAN 

SEKSI 
I 

SEKSI 

I PERLINDUNGAN TANAMAN PERLINDUNGAN DAN 
.... .-,,.,...,., ,-r.,...,, .,, •• , - DAN REHABILITASI LAHAN 

SEKSI 
SARANA DAN PRASARANA 

~ 

KEPALA DINAS 

I 

SUB.BAGIAN 

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 
NOMOR 19 TAHUN 2008 
TANGGAL 2 - 9 - 2008 

SEKRETARIA T 

I 
I I 

SUB.BAGIAN SUB.BAGIAN 

PERENCANAAN DA~I KEUANGAN UMUM DAN 

PELAPORAN KEPEGAWAIAN 
-

I I -[:DANG BIDANG 

ERNAKAN PERIKANAN 

- I I ~ 

SEKSI 
PRODUKSI SEKSI 

- PRODUKSI PERIKANAN -
PETERNAKAN 

SEKSI SEKSI 

PEN GEM BAN GAN SUMBERHAYATI DAN - USAHA PERIKANAN - USAHA PETERNAKAN 

SEKSI BU~ I KLATEN, 
KESEHATAN HEWAN DAN ~~ KESEHAT AN MASYARAKA T 

s VtTERINER c--- -
SUNA~NA 




